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Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang memilih masalah Sanksi 
Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Anak pasal 85 Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqa>s}hid 
al-Syari>’ah sebagai tema dari penulisan karya ilmiah ini untuk menjawab 
pertanyaan: (1) Mengapa jual beli organ tubuh anak dalam Pasal 85 Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di beri sanksi ?, (2) Bagaimana 
perspektif Maqa>s}id Al-Syari>’ah terhadap sanksi pidana jual beli organ tubuh anak 
yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ? 
Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan metode diskriptif 
analisis. Dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir (nalar) dari hal-hal yang bersifat 
umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Proses penelitian ini dibutuhkan 
tahapan-tahapan yang integral sehingga masalah yang dirumuskan mendapat 
proporsi yang tepat dan akurat. 
Hasil dari penelitian pustaka ini menunjukan bahwa: Sanksi pidana terhadap 
jual beli organ tubuh anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Didalamnya diatur secara tegas sanksi bagi pelaku perdagangan 
organ tubuh anak yakni, pada Pasal 85 yang mengancam dengan hukuman pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 
300.000.000, (tiga ratus juta rupiah). Sanksi pidana tersebut memberikan efek jera 
pada pelaku, karena kejahatan tersebut merupakan tindakan ilegal yang mengancam 
eksistensi perlindungan terhadap hak anak, serta menimbulkan kemud}aratan  yang 
besar. Serta, Dalam maqa>s}id al-syari>’ah terhadap sanksi pidana jual beli anak 
berdasarkan kacamata hukum Islam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, maka undang-undang tersebut telah relevan dengan tujuan 
hukum Islam yaitu tercapainya kemaslahatan umat. Sanksi pidana tersebut sesuai 
dengan perlindungan terhadap jiwa (Hifz} al-Nafs), yakni dalam mencegah jual beli 
organ tubuh anak ini, hukum Islam dan peraturan perUndang-Undangan (Pasal 85 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) memberikan 
hukuman, dimana hukuman tersebut memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak 
melakukan tindak pidana yang sama. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka 1) Diharapkan kepada pemerintah 
supaya lebih waspada terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh anak. Serta perlu 
adanya tindakan tegas dari aparat pemerintah untuk memberikan sanksi bagi pelaku 
tindak pidana jual beli organ tubuh. 2) Diharapkan kepada aparat kepolisian agar 
lebih siaga dan bertindak cepat dalam menyikapi tindak kriminal jual beli organ 
tubuh. 3) Diharapkan kepada masyarakat supaya lebih waspada terhadap penjualan 
organ tubuh. Dan menyadarkan masyarakat bahwa organ tubuh manusia tidak dapat 
dijadikan sebagai objek jual beli. 
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A. Latar Belakang 
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan hak-hak tiap 
warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak 
asasi manusia. Anak merupakan amanah dan karunia Allah, yang dalam dirinya 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagaimana diketahui 
anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 
bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 
Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, 
potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapat 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, 
baik secara fisik, mental sosial, serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan hal 
tersebut, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan 
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-
haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.1 
Kewajiban pemerintah berdasarkan pembukaan Undang-Undang R.I No. 23 
Tahun 1992 tentang Kesehatan salah satunya adalah melakukan sosialisasi pola 
hidup sehat pada masyarakat, disamping pemerintah mempunyai kewajiban 
                                                 
1 Penjelasan Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, h. 169 
 

































untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di semua bidang yang 
merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh bagi masyarakatnya.2 
Salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di bidang 
kesehatan sebagai salah satu upaya mewujudkan pembangunan nasional yang 
diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, 
sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal. Adapun pembangunan 
kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat 
dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat.  
Mencermati salah satu penyebab munculnya masalah kesehatan 
dikarenakan adanya pola hidup yang tidak sehat, diantaranya muncul kegagalan 
fungsi pada organ tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan upaya 
penyembuhan, salah satunya dapat dilakukan tindakan medis yang dinamakan 
dengan transplantasi. 
Transplantasi banyak dilakukan pada penderita: gagal ginjal, gagal jantung, 
kornea mata dan lain-lain. Namun transplantasi tersebut hingga saat ini masih 
menjadi satu pilihan yang dilematis bagi manusia mengingat potensi 
keberhasilan serta besarnya biaya yang dikeluarkan oleh penderita. 
Tindakan transplantasi yang dilakukan dalam dunia kedokteran sendiri 
masih menjadi pro dan kontra antara dunia kedokteran dan sosial. Permasalahan 
tersebut muncul manakala tindakan transplantasi dijadikan bisnis penjualan 
                                                 
2Penjelasan Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 1992, Kesehatan 
 

































organ tubuh manusia. Kondisi ini dimungkinkan terjadi mengingat adanya 
beberapa faktor yang mendukung terjadinya tindakan jual beli organ tubuh 
tersebut dalam tindakan transplantasi yang didasarkan pada beberapa indikator: 
a. Obyek : Organ tubuh manusia yang masih dapat berfungsi dengan 
baik 
b. Subyek : Dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu 
kesepakatan transplantasi yaitu pendonor organ tubuh 
dan penerima organ tubuh. 
Melihat perkembangan situasi di masyarakat jual beli organ tubuh mulai 
banyak dilakukan dikalangan masyarakat karena terdesaknya kebutuhan 
ekonomi. Berdasarkan penelitian Iskandar Sitorus, Ketua Pendiri Lembaga 
Bantuan Hukum Kesehatan Tahun 1993-2004 di 3 (tiga) Rumah Sakit, telah 
terdapat 448 (empat ratus empat puluh delapan) kasus transplantasi yang 
“dibungkus” dengan alasan hibah atau donor, yang berarti tanpa landasan 
hukum.3 
Negara Republik Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kesehatan 
pada Pasal 80 ayat (3) tiga, mengatur mengenai sanksi pidana mengkomersialkan 
anggota tubuh: 
“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan 
komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan 
tubuh atau transfuse darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) 
                                                 
3.SQ.KHAZANAH, Jual Beli Organ Tubuh, Iskandar Sitorus ,”Trans TV” 16:00, 17 Maret 
2007 
 

































dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)”. 
 
Sanksi pidana tersebut didukung dengan disahkannya Undang-Undang 
Perlindungan Anak yang juga memberikan sanksi pidana terhadap jual beli organ 
tubuh anak. 
Pasal 85 UU Perlindungan Anak yang berisi: 
1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan atau jaringan 
tubuh anak, dipidana dengan pidana penjara paling 15 Tahun dan atau 
denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). 
2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan hukum 
pengambilan organ tubuh dan atau jaringan organ tubuh anak tanpa 
memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang 
menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua, atau 
tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan atau denda paling 
banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).4 
 
Dari sinilah jelas, bahwasannya mengkomersialkan organ tubuh dapat 
dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda 
tiga ratus juta rupiah. 
Tingginya intensitas permintaan organ tubuh menimbulkan melonjaknya 
harga organ tubuh pada manusia, hingga kini diketahui harga ginjal dipasaran 
bisa mencapai 15.000 dollar AS.5 Hal tersebut menimbulkan banyaknya 
pendonor yang rela mendonorkan organnya lantaran terdesak oleh kebutuhan 
ekonomi. 
                                                 
4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, Pasal 85 
5 http:// www2.kompas.com / ver 1 / kesehatan / htm. Agung Riyadi, Rachalida Bahawares,13 
November 2008  
 

































Dalam Hadits Nabi disebutkan: 
 قٌّا َحَنْيلَ َعِداِلَولْ ، ِلْملََّس َوِهْيلَ اهللا َعلَى َص اِهللالُـْوُس َرالَ قََهْن َع اُهللاَىِض َر َراِفِعىِب اَْنَع
 َوالرَُّماَيةُ ةَاَحَبالسَِّو َحقُّ الَْوِلِد الَْوِلِد أَنْ ُيعَّلََّمُه ِكـَتاَبُه ،.  ، قَالَ َنَعْم ْمِهْيلَا َعَنقَُحكَ
  .َواَنْ الََيْزُزقُُه طَيِّـٌبا
 
Artinya: “Dari Abi Rafi’i berkata, Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada 
kewajiban orang tua kepada kita seperti kewajiban mereka? Rasul 
menjawab: ya, kewajiban orang tua atas anaknya mengajari, menulis, 
berenang, memanah dan tidak memberi rizki kepada mereka kecuali 
yang baik”.6 
 
Dalam Islam manusia dilarang memakan harta yang diperoleh dengan cara 
bat}il (tidak sah) seperti juga yang telah ditegaskan dalam firman Allah SWT 
dalam surat An-Nisa> ayat 29: 
َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا لَا َتأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِبالَْباِطِل ِإلَّا أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َتَراٍض 
  .ِمْنكُْم َولَا َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم ِإنَّ اللََّه كَانَ ِبكُْم َرِحيًما
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.”7 
 
Itulah sebabnya hukum Islam tentang muamalah pada umumnya bersifat 
kully atau universal dan ijmali atau global (hanya mengatur garis besar/prinsip-
                                                 
6 Tirmiz>i, at-Ab<i Abdilla<h Muhammad al-Haki>m al-Usu>l fi Ma’rifah Aha>dis’ ar-Rasul, Juz II, 
h. 57 
7 Depag RI Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 84 
 

































prinsipnya saja), Misalnya dalam masalah perdagangan, perikatan dan perjanjian. 
Syariat Islam hanya menetapkan prinsip-prinsipnya, antara lain:8 
a. Harus ada persetujuan kedua belah pihak 
b. Semua pihak yang bersangkutan harus melaksanakan perjanjian yang telah 
diterima 
c. Larangan riba 
d. Larangan mengeksploitasikan manusia 
e. Tidak boleh merugikan atau membahayakan dirinya dan orang lain 
 
Islam merupakan Agama yang memberikan perlindungan secara penuh 
kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapa pun. 
Untuk itu Islam menjadikan ajaran-ajaran hukum dan moral kepada lima prinsip 
dasar hukum untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Lima prinsip dasar 
tersebut adalah, pemeliharaan Agama (hifz}-ad-d>in), pemeliharaan Jiwa (hifz} an-
nafs), pemeliharaan Akal (hifz} al-aql), pemeliharaan Keturunan (hifz} an-nas}l) dan 
pemeliharaan Harta (hifz} al-ma<l). 
Jadi dalam konteks hukum Islam, jelas bahwa jual beli organ tubuh 
terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar dari sisi (hifz} an-
Nafs) memelihara Jiwa, maka pantaslah tindak kejahatan tersebut mendapatkan 
sanksi hukum. 
 
                                                 
8 Masyfuk Zuhdi, Studi Islam Jilid III: Muamalah, h.  5 
 

































Dalam kaidah us}u>l atau aturan pokok disebutkan: 
  َحىتَّ َيقُْوُم الدَِّلْيلُ َعلَى َتْحِرْيِمِه أََألْصلُ ِىف االَْشَياَء اِإلَباَحةُ
 
Artinya: “Pada dasarnya status hukum segala sesuatu itu diperbolehkan sampai 
ada dalil (petunjuk) yang menunjukkan keharamannya”.9 
 
Maksud dari kaidah diatas adalah, selama tidak ada aturan yang mengatur 
tentang perbuatan manusia yang melanggar hukum, maka status hukumnya 
adalah boleh. Kebolehan itu terjadi kepada siapa saja (semua orang), sehat 
akalnya, atau sakit ingatan, mukalaf atau belum. Jadi apabila ia mengerjakan 
perbuatan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenai hukum sampai ada 
ketentuan (nas}) yang mengaturnya.10 
Kaidah us}ul menyebutkan: 
  الَُحكُْم َألفَْعالَ الُْعقَالَِء َوُرْوُد النَِّص
 
Artinya: “Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia yang berakal sebelum 
adanya nas} (aturan). 
 
Semua perbuatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan atau 
pelanggaran sebelum nyata-nyata ada aturan (nas}) yang berkaitan dengan 
masalah tersebut. Hal ini karena hukuman atau sanksi harus berkaitan dengan 
aturan (nas}). 
                                                 
9 Rahman Hakim,Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), h. 45 
10 Ibid, h. 45 
 

































Satu perbuatan dianggap sebagai jari>mah (delik/tindak pidana) tidaklah 
cukup, hanya sekedar dilarang tanpa adanya sanksi. Sebab tanpa sanksi dan 
akibat hukum yang jelas yang menyertai peraturan tersebut, pelanggaran 
terhadap aturan tidaklah mempunyai arti apa-apa bagi pelaku.11 
Dalam asas hukum pidana Islam dijelaskan, bahwa tidak ada pelanggaran 
dan tidak ada hukuman sebelum adanya aturan-aturan atau Undang-Undang yang 
mengaturnya, penjelasan ini termuat dalam pengertian asas legalitas hukum 
pidana Islam.12 Asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Isra>’ ayat 15: 
لَْيَها َولَا َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َمِن اْهَتَدى فَِإنََّما َيْهَتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ َع
  .َوَما كُنَّا ُمَعذِِّبَني َحتَّى َنْبَعثَ َرُسولًا
 
Artinya: “Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka 
sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; 
dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi 
(kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat 
memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng`azab sebelum 
Kami mengutus seorang rasul.”13 
 
Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menggali tinjauan maqa>s}id al-
syari>’ah terhadap sanksi pidana terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh 
anak, yang didasarkan pada Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Dalam maqa>s}id al-syari>’ah yang merupakan dasar 
pembentukan hukum, tentu dengan mempertimbangkan lima unsur pokok yang 
                                                 
11 Ibid, h. 45 
12 M. Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, h. 130 
13 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 284 
 

































terkandung didalamnya, yaitu: memelihara Agama, memelihara Jiwa, 
memelihara Akal, memelihara Keturunan, dan memelihara Harta. 
Kajian maqa>s}id al-syari>’ah sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. 
Karena maqa>s}id al-syari>’ah dapat menjadi landasan penetapan hukum. 
Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak 
ditemukan ketegasannya dalam nas}. 
Di Indonesia praktek jual beli organ tubuh semakin menghawatirkan, 
dimana dari berbagai kasus dan data-data mengungkapkan transaksi jual beli 
organ semakin meningkat. Riset yang dilakukan LBH kesehatan pada Rumah 
Sakit Cipto Mangun Kusumo pada Tahun 1994 di ketahui ada dua ratus empat 
puluh kasus jual beli organ tubuh terutama ginjal. 
Kerelaan oleh pendonor organ merupakan salah satu aspek yang harus 
dipenuhi, akan tetapi sebagai batasan apakah organ yang akan didonorkan 
tersebut layak disebut hibah, wasiat, atau sebatas donor organ. Sisi komersial 
terkadang mendasari kerelaan atas pendonor organ tersebut. 
Aturan hukum terhadap tindakan mengkomersialkan organ tubuh telah 
diatur di dalam beberapa Undang-Undang, di antaranya Undang-Undang 
Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah  No. 
18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatonis serta 
Trasplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Dalam Undang-Undang dan 
 

































Peraturan Pemerintah tersebut telah diatur pula sanksi yang akan diberikan 
kepada para pelaku yang melakukan tindakan jual beli organ tubuh. 
Oleh karena itu kiranya tidak berlebihan apabila penulis berusaha 
menganalisa sampai sejauh mana sanksi pidana tersebut dapat menekan 
tingginya praktek jual beli organ tubuh di Indonesia. Efek jera yang semestinya 
menjadi hambatan, tidak lagi dapat menekan tindak pidana jual beli pada organ 
tubuh. 
Urgensi penelitian ini adalah untuk membahas tentang sanksi pidana 
terhadap tindak pidana pada jual beli organ tubuh anak Pasal 85 Undang-Undang 
Perlindungan Anak jo. Pasal 80 Undang-Undang Kesehatan dalam perspektif 
maqa>s}id al-syari>’ah. 
B. Rumusan Masalah 
Bermula dari latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Mengapa jual beli organ tubuh anak dalam Pasal 85 Undang-Undang 
Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 No. 23 Tahun 1992 diberi sanksi 
pidana? 
2. Bagaimana perspektif maqa>s}id al-syari>’ah terhadap sanksi pidana jual beli 






































C. Kajian Pustaka 
Mengenai jual beli organ tubuh sudah ada yang membahasnya, selain itu 
penulis juga mengemukakan tulisan yang berupa kepustakaan yang membahas 
“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Jual Beli 
Organ Tubuh”, yang ditulis oleh Ana Wardah. 
Dalam skripsinya ia menjelaskan bahwasannya menurut pemikiran Yusuf 
Qardhawi, tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh, tetapi lebih diutamakan 
untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan demi kesembuhan penyakit. 
Pendonor itu boleh dilakukan dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, 
asalkan ada kerelaan dan tidak menimbulkan mud}arat bagi pendonor tersebut. 
Dan bisa juga pendonor itu diambil dari orang yang sudah meninggal asalkan ada 
izin wasiat dari keluarga si mayit, dan apabila seseorang itu memberikan 
sejumlah uang tanpa persyaratan semata-mata hadiah maka diperbolehkan.14 
Dari penyisiran terhadap sekian pustaka yang disebutkan diatas, maka 
belum ada penelitian yang menganalisis tentang tinjauan maqa>s}id al-syari>’ah 
terhadap sanksi pidana jual beli organ tubuh dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 
23 Tahun 2002. 
Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah 
pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa 
kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan-pengulangan atau 
                                                 
14 Ana Wardah, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Jual Beli 
Organ Tubuh, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2008 
 

































duplikasi dari kajian atau penelitian-penelitian dari karya tulis yang membahas 
tentang sanksi pidana jual beli organ tubuh.15 Namun dalam penelusuran awal 
sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik 
mengkaji tentang “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Organ 
Tubuh Anak Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak jo. Pasal 80 
UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 dalam perspektif maqa>s}id al-syari>’ah”. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana jual beli 
organ tubuh anak menurut Pasal 85 Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif maqa>s}id al-syari>’ah terhadap sanksi 
pidana jual beli organ tubuh anak. 
 
E. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya 
untuk dua aspek, yaitu: 
1. Aspek Teoritis 
a. Memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah sanksi 
pidana jual beli organ tubuh anak dalam perspektif maqa>s}id al-syari>’ah 
dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut 
                                                 
15 Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, h. 7 
 

































b. Dapat dijadikan kajian ilmiah bagi fakultas IAIN Sunan Ampel  
2. Aspek Praktis 
b. Aspek terapan atau praktis, hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan pertimbangan untuk penyuluhan baik secara komunikatif, 
informatif, maupun edukatif kepada masyarakat 
c. Dapat memenuhi persyaratan strata satu (S1) 
 
F. Definisi Operasional 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan 
terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka 
penulis perlu menjelaskan maksud dari judul diatas: 
Sanksi Pidana : Hukuman pidana yang memaksa seseorang menepati 
perjanjian atau mentaati perUndang-Undangan.16 
Tindak Pidana : Perbuatan kejahatan yang dilarang dalam peraturan 
perUndang-Undangan.17 
Jual beli  : transaksi atas organ tubuh manusia dengan ganti yang 
dapat di benarkan (yaitu berupa alat ukur yang sah). 
Organ tubuh : Kumpulan beberapa yang mempunyai fungsi tertentu 
dalam tubuh, sedangkan sistem tubuh merupakan 
                                                 
16 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus besar Indonesia, h. 997 
17 Djoko Prakoso, Perubahan Hukum Pidana di Indonesia, h. 67 
 

































gabungan dari organ-organ tubuh yang menjalankan 
fungsi tertentu.18 
Maqa>s}id al-Syari>’ah :  tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. 
Dan bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan 
menghindarkan kemafsadatan 
Anak : Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.19  
Maksud dari judul skripsi sanksi pidana terhadap tindak pidana jual beli 
organ tubuh anak Pasal 85 Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 80 
Undang-Undang Kesehatan dalam perspektif maqa>s}id al-syari>’ah adalah: Tujuan 
ditentikannya hukum syari>’ah terhadap hukuman pidana yang memaksa 
seseorang untuk mentaati peraturan terhadap perbuatan yang dilarang didalam 
perUndang-Undangan, hai ini berhubungan dengan transaksi jual beli organ 
tubuh anak yang di atur dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. 
 
F. Metode Penelitian 
Studi ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu, 
menyediakan bahan pustaka sebagai bahan utama. Dalam proses penelitian ini 
dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral sehingga masalah yang dirumuskan 
mendapat proporsi yang tepat dan akurat, tahapan yang dimaksud adalah: 
                                                 
18 Htpp//bio-redaksi.blogspot.com, Chatarina Tri, Definisi Pengertian Organ, 27 Mei 2008.    
19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak…. h. 135 
 

































1. Data yang dikumpulkan 
Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang 
berkaitan dengan: 
a. Ketentuan umum tentang sanksi pidana dan konsep hukuman 
b. Ketentuan umum tentang jual beli dalam Islam, yang kemudian dikaji 
subyeknya yang berhubungan dengan syarat sah dan rukunnya 
c. Data yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap jual beli organ tubuh 
anak berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 
tentang Kesehatan 
2. Sumber Data 
a. Sumber data prim 
1. Kitab undang-Undang Hukum Pidana 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
3. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU R.I No. 23 Tahun 2002) 
4. Undang-Undang Kesehatan (UU R.I No. 23 Tahun 1992) 
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat 
Klinis dan Bedah Mayat Anatonis serta Transplantasi Alat atau 
Jaringan Tubuh Manusia 
7. Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah 
 

































8. M. Nu’aim Yasin, Fiqih Kedokteran. 
9. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum. 
b. Sumber Data Skunder 
1. Ahmad Al-Mursi Husain, maqa>s}id al-syari>’ah 
2. Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam 
3. Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam 
4. Nasrun Harun, Fiqh Mu’amalah 
5. Rachmat Syafi'i, Fiqh Mu’amalah 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik studi 
pustaka (library research) yaitu, teknik yang dilakukan dengan cara membaca 
tulisan dan buku-buku yang berhubungan dengan sanksi pidana jual beli 
organ tubuh anak dalam perspektif maqa>s}id al-syari>’ah. Jadi penulis 
mengkaji, mencatat, menukil karya-karya dan tulisan-tulisan yang 
selanjutnya di susun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis 
untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis sanksi pidana jual 
beli organ tubuh anak berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang R.I No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif maqa>s}id al-
syari>’ah.  
4. Teknik Pengolahan Data 
Data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut: 
 

































a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama 
dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara 
yang satu dengan yang lain. 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah 
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan. 
c. Analizing, yaitu memberikan analisa dari data-data yang telah 
dideskripsikan dan menarik kesimpulan. 
5. Teknik Analisis Data 
Dalam rangka mempermudah penulisan skripsi ini, penulis 
menggunakan metode diskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian, yang 
bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta, karakteristik, dan bidang 
tertentu secara faktual dan cermat. Dengan cara deduktif, yaitu suatu metode 
yang digunakan dengan jalan mengemukakan hal-hal yang bersifat umum 
kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat khusus. 
 
G. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan 
agar dapat dipakai untuk menjawab permasalahan maka disusun dalam bab-bab 
yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan 
yang sistematis, maka untuk pembahasannya disusun sebagai berikut: 
BAB  I : Pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang memuat 
pola dasar penulisan skripsi ini meliputi: latar belakang masalah, 
 

































rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan 
sistematika pembahasan. 
BAB II : Maqa>s}id al-syari>’ah terhadap sanksi pidana jual beli organ tubuh   
BAB III  : Sanksi pidana jual beli organ tubuh anak dalam Pasal 85 Undang-
undang No. 23 Tahun 2002.  
BAB IV  : Merupakan analisis maqa>s}id al-syari>’ah terhadap sanksi pidana 
jual beli organ tubuh anak berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang 
R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan analisis 
maqa>s}id al-syari>’ah terhadap sanksi tindak pidana jual beli organ 
tubuh anak.  
BAB V  : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
 





































MAQA>S}ID AL-SYARI>’AH  TERHADAP SANKSI 
PIDANA JUAL BELI ORGAN TUBUH ANAK 
 
A. Maqa>s}id al-Syari>’ah 
 Secara global, tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah 
untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana 
ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak.1 Ini berdasarkan 
antara lain. 
 Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya> ayat 107 
  .َوَما أَْرَسلَْناَك ِإلَّا َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني
 
Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam.”2 
 
 Sebagai sumber ajaran, Al-Qur'an tidak memuat pengaturan-pengaturan 
yang teperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat, Al-Qur'an, hanya 
terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Hal ini 
mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, 
oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an. 
Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan 
melalui Hadits-haditnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-
aspek hukum terutama bidang Muamalah dikembangkan oleh para ulama di 
                                                 
1 Ismail Muhamad Syah, Filsafat Hukum Islam, h. 65 
2 Depag RI Al-Qur'an dan Terjemah, h. 332 
 




































antaranya adalah Al-Syat}ibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau 
prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya 
dengan maqa>s}id al-syari>’ah. 
 Secara lughawi (bahasa), maqa>s}id al-syari>’ah Terdiri dari dua kata, yakni 
maqa>s}id dan al-syari>’ah. maqa>s}id adalah bentuk jama’ dari maqas}id yang berarti 
kesengajaan atau tujuan. Syari’ah secara bahasa berarti ِاىلَ املْاَِء . املواضع حيذر 
yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula 
dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan yang berarti maksud 
atau tujuan disyari’atkan hukum dalam Islam. 
 Sebelum kita melangkah kepada pengertian istilah maqa>s}id al-syari>’ah, 
terlebih dahulu kita jelaskan pengertian istilah syari’ah secara terpisah. 
 Apabila kita teliti syari’ah secara bahasa di atas, terdapat keterkaitan 
kandungan makna antara syari’ah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan 
tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. 
Syari’ah adalah cara atau jalan. Air adalah suatu yang hendak dituju. Pengaitan 
syari’at dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk 
memberikan penekanan pentingnya syari’at dalam memperoleh sesuatu yang 
penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air 
merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini 
 




































ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya “Dan Kami Jadikan segala sesuatu: 
 .”dari air َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء كُلَّ َشْيٍئ َحيِّ
 Pengertian bahasa di atas, membawa para ulama memberikan batasan 
syari’ah dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan syari’ah itu secara 
umum. Hal ini terlihat cukup jelas batasan yang dikemukakan oleh Syaltout dan 
Sayis di atas, yang pada intinya bahwa syari’ah adalah seperangkat hukum-
hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia  untuk kebahagiaan hidup 
baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syari’ah yang demikian 
itu, secara tidak langsung memuat kandungan maqa>s}id al-syari>’ah.3 
 Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka 
mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab 
persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara 
eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadits. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui 
dalam rangka ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, 
hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Dengan demikian, “pengetahuan 
tentang maqa>s}id al-syari>’ah menjadi kunci bagi keberhasilan muthaid dalam 
ijtihadnya”. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum disini adalah 
persoalan hukum yang menyangkut bidang mu’amalah. 
                                                 
3 Assafri Jaya Bakri, Konsep Maqa>s}id as-Syari>’ah, h. 60-63 
 




































 Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fiqih pertama yang 
menekankan pentingnya memahami maqa^shid al-syari'at dalam menetapkan 
hukum. Ia secara tegas menyatakan, bahwa seseorang ia dapat memahami benar 
tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. 
 Kerangka berpikir Al-Juwaini maksud al-Sya>ri, pembuat hukum. 
Kemudian ia memerinci mas}lah}at itu menjadi lima, yaitu: memelihara Agama, 
jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima aspek mas}lah}at ini, dari segi tujuannya, 
yaitu peringkat yang berbeda, bila ditinjau dari segi tujuannya, yaitu peringkat 
d}aru>rat, h}a>jat dan tah}si>nat. Dari sini teori maqa>s}id al-syari>’ah sudah mulai 
kelihatan bentuknya.4 
 Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yaitu: 
1) Dari segi pembuat hukum itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya dan 
2) Dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. 
 Jika dilihat dari (1) pembuat hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah:5 
1. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, skunder dan 
tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan 
istilah d}aru>riyya>t, ha>jjiya>t dan tah}s}i>niya>t. 
2. Tujuan hukum Islam itu adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia 
dalam kehidupannya sehari-hari. 
                                                 
4 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, h. 39 
5 Muhamad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, h. 54-56 
 




































3. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib 
meningkatkan kemampuan untuk memelihara hukum Islam dengan 
mempelajari usul al-fiqih yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum 
Islam sebagai metodologinya. 
 Disamping itu dari segi (2) pelaku hukum yakni manusia sendiri, tujuan 
hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera 
dengan mengambil yang bermanfaat, dan mencegah yang mud}arat bagi 
kehidupan. 
 Apabila, tujuan hukum Islam ditinjau dari segi prioritas kepentingan bagi 
kehidupan manusia. Ada tiga peringkat, yaitu: 
1. Tujuan Primer (al-Daru>riyya>t) 
  Tujuan primer hukum Islam adalah tujuan hukum yang mesti ada dari 
adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan 
menimbulkan ketidak ajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan 
akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri.6 
   Kesempurnaan atas perlindungan terhadap manusia dapat dijelaskan 




                                                 
6 Praja Juhaiya, Filsafat Hukum Islam, h. 101 
 




































a. Memelihara Agama. (Hifz} al-Di>n) 
 Pemeliharaan Agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. 
sebab adalah karena Agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di 
dalam Agama Islam selain komponen-komponen aqidah yang merupakan 
jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhan-nya 
yang merupakan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. 
Jelaslah hukum itu disyari’atkan untuk menjamin dan eksistensi serta 
memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia. Manusia harus 
mengembangkan nilai-nilai keagamaan serta memelihara dari pedoman-
pedoman baik berupa penyelewengan terhadap ajaran Agama atau 
terhadap seorang langsung yang ingin menghilangkan Agama dari 
kehidupan manusia. 
b. Memelihara Jiwa (Hifz} al-Nafs) 
 Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. karena 
itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan 
mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang 
pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi 
berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk dan 
mempertahankan kemaslahatan hidupnya.7 
 
                                                 
7 Ali, Hukum Pengantar ….., h. 55 
 




































c. Memelihara akal (Hifz} Al-Aql) 
 Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena 
dengan mempergunakan akalnya, manusia akan dapat berfikir tentang 
Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya 
manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa 
akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum 
Islam. 
d. Memelihara Keturunan (Hifz} al-Nasl) 
 Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan 
kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat 
hukum Islam. 
e. Memelihara Harta (Hifz} al-Ma>l) 
 Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. menurut 
ajaran Islam. harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar 
manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan 
kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia 
untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta 
melindungi kepentingan harta seorang, masyarakat dan negara, perlu 
dijelaskan bahwa kelima tujuan pokok (maqa>s}id al-syari>’ah), tersebut 
juga sebagai ad}-d}aru>riy>at merupakan kebutuhan kolektif keseluruhan 
 




































umat, maka tidak salah bila lima konsepsi ditarik pada kesimpulan umum 
yakni h}ifz} al-ummah. 
2. Tujuan sekunder (al-H{a>jiyya>t) 
  Tujuan sekunder hukum Islam ialah terpilihnya tujuan kehidupan 
manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. 
Kebutuhan sekunder ini bila tidak terpenuhi, tidak akan mengakibatkan 
kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum.8 
3. Tujuan Tersier (at-Tah}s}i>niyya>t) 
  Tujuan tersier hukum ialah tujuan hukum yang digunakan untuk 
menyempurnakan hidup manusia. Pencapaian tertier hukum Islam ini 
biasannya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulai akhlaq al-karimah.9 
 Al-Gazali menetapkan beberapa syarat agar al-mas}lahah al-Mursalah 
dapat dijadikan sebagai dasar hukum, syarat-syarat terebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat dar>uriyya>t 
b. Kemaslahatan itu bersifat qat’i 
c. Kemaslahatan itu bersifat individual. Apabila mas}lah}at itu bersifat 
individual, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa mas}lah}at 
itu sesuai dengan maqa>s}id al-syari>’ah.10 
                                                 
8 Praja, Filsafat …., h. 102 
9 Ibid., h. 102 
10 Fathurrahman, Metode Ijtihad …., h. 142 
 




































B. Sanksi Pidana 
 Sanksi hukum adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada 
seseorang yang melanggar hukum. Sanksi pidana merupakan bentuk perwujudan 
yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk 
diaatinya hukum. 
Penerapan akan dijatuhkannya sanksi dapat mengakibatkan perampasan 
kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa 
seseorang (hukuman mati), maka dalam suatu negara  hukum penerapan sanksi 
hukum itu dilakukan menurut tata cara yang dituangkan dalam hukum acara 
pidana yang dimaksudkan agar  negara dalam melaksanakan haknya untuk 
memaksakan diaatinya hukum tetap memperhatikan hak si tertuduh sebagai warga 
negara dan martabatnya sebagai manusia. Ini merupakan penjelmaan dari sila 
prikemanusiaan.11 
Sanksi pidana adalah satu-satunya  bentuk sanksi hukum bahwasannya 
penegasan hukum dengan penerapan sanksi pidana atas pelanggaran  hukum. 
Sesungguhnya terdapat segi lain dari  hukum yang tidak kalah penting dalam 
kehidupan modern yaitu sifat yang “mengatur”. Dalam pandangan yang lebih luas 
dan lebih tepat sanksi hukum selain berbentuk sanksi pidana, dapat juga berubah 
bentuk sanksi perdata seperti kewajiban membayar ganti rugi karena perbuatan 
yang merugikan orang lain dan sanksi administratif. 
                                                 
11 Mocthar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, h. 44 
 




































Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia agar kepentingan manusia 
terpenuhi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung 
secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam 
hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum 
ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: a). Kepastian Hukum 
(Rechtssicherheit), b). Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan c). Keadilan 
(Gerechtigkeit).12 
1. Definisi Hukuman dan Dasar Hukum 
 Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan 
kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mufsadah, 
karena Islam itu sebagai rahmatan li al-a>lami>n, untuk memberi petunjuk dan 
pelajaran kepada manusia. 
Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga 
masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memad}aratkan 
apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan 
memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-
Nya. 
Hukuman harus mempunyai dasar, baik dari Al-Qur'an, Hadits atau 
lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menciptakan hukuman 
untuk kasus ta’zir, selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya 
                                                 
12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), h. 134 
 




































hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai 
dengan prinsip bahwa: “seseorang tidak menanggung dosanya orang lain”. 
Terakhir hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi 
semua orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum.13 
2. Macam-macam Hukuman 
Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tidak 
pidananya; 
a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-
Qur'an dan Hadits, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua. 
2) Hukuman yang ada nas}nya, yaitu individu, diyyat, daan kafarah 
3) Hukuman yang tidak ada nas}nya, hukuman ini disebut dengan 
hukuman ta’zir 
b. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain 
dapat dibagi menjadi empat: 
1) Hukuman Pokok (al-‘uqu>bah al-as}liyah), yaitu hukuman yang asal bagi 
satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman 
jilid seratus kali bagi pezina gayr muh}s}an. 
2) Hukuman Pengganti (al-‘uqu>bah al-badaliyah), yaitu hukuman yang 
menempati tempat hukum pokok apabila hukuman itu tidak dapat 
dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyyat dapat 
                                                 
13 Djazuli, Fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, h. 25-26 
 




































dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman atau denda 
bagi pembunuh sengaja yang dimanfaatkan qis}a>s} nya oleh beberapa 
keluarga korban. 
3) Hukuman Tambahan (al-‘uqu>bah at-taba’yah) yaitu hukuman yang 
dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti 
terhalangnya seseorang pembunuh untuk mendapat warisan dari harta 
terbunuh. 
4) Hukum tambahan (al-u>qu>bah at-taba’iyah), yaitu hukuman yang 
dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, 
seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya, 
hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim sendiri. 
c. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim menjatuhkan hukuman, maka hukuman 
dapat dibagi dalam : 
1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan 
manusia seperti hukuman jilid, 
2) Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati, 
3) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti 
hukuman penjara atau pengasingan, 
4) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti 
diyyat, denda, dan perampasan.14 
                                                 
14 Ibid., h. 28-30 
 




































3. Tujuan Hukuman 
 Hukuman yang baik menurut Islam adalah: 
a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat (hukuman itu 
untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan atau preventif dan 
menjerakan setelah terjadinya perbuatan atau represif). 
b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada 
kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki 
beratnya hukuman, maka hukuman diperbuat, demikian pula sebaliknya, 
bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya 
hukuman maka hukumannya diperingan. 
c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan 
berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan. 
 Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak 
jatuh ke dalam kemaksiatan.15 
 
C. Konsep Jual Beli dalam Islam 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli (al-bay’) artinya menjual, mengganti atau menukar (sesuatu 
dengan sesuatu yang lain), kata al-bay’ dalam bahasa Arab terkadang 
digunakan untuk pengertian lainnya, yaitu asy-syira’ (beli). Dengan demikian 
                                                 
15 Ibid., h. 26-27 
 




































kata al-bay’ berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.16 Dua kata 
ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama yang lainnya 
bertolak belakang menurut pengertian syari’at jual beli ialah pertukaran harta 
atas dasar saling rela atau merendahkan milik dengan ganti yang dapat 
dibenarkan.17 
Menurut istilah (terminologi) yang dimaksudkan jual beli adalah:18 
a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 
melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 
merelakan. 
b. ٍَّتْمِلْيُك َعْيٍن َماِلـيٍَّة ِبُمـَعاَوَضٍة ِبِاذٍْن َشْرِعي 
Artinya: “Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai 
dengan aturan syara’” 
c. ْيِهَمقَاِبلَِة َماٍل قَاِبلَْيِن ِللتََّصرُِّف ِبِإْيَجاٍب َوقَُبْوٍل َعلَى الَْوْجِه الَْمأْذُْوِن ِف  
Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tas harruf) 
dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’”. 
Sedangkan menurut pengertian syara’ yang dimaksud jual beli ialah 
tukar menukar harta secara sama suka, atau memindahkan milik dengan 
mendapatkan tukar menurut cara yang diizinkan Agama.19 
                                                 
16 Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi daklam Islam, h. 113 
17 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid XII, h. 47-48 
18 Hendi Suhendi, Fiqih Mu’amalah, h. 67-68 
19 Anshari Umar, Fiqih Wanita, h. 490 
 




































Ada beberapa ulama’ yang berbeda pendapat dalam memberikan definisi 
mengenai jual beli, sebagai berikut: 
Menurut Aliy As’ad jual beli adalah:20 
  َمْخُصْوٍصَمقَاَبلَةُ َماٍل ِبَماٍل َعلَى َوْجٍه
Artinya: “Menukar harta dengan harta pada wajah tertentu” 
Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah:21 
 ُمَباَدلَةٌ َماٍل َعلَى التَّْرِض أَْوَنقْلُ ِملِْك َبَعْوٍض َعلَى أَْوُجِه الَْمأْذُْوِن ِفْيِه
Artinya: “pertukaran harta dengan harta lain atas dasar saling rela sama rela, 
atau pemindahan hak milik dengan sesuatu dan menurut cara yang 
benarkan” 
 
Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy jual beli adalah:22 
  َعقٌْد َيقُْوُم َعلَى أََساِس ُمَباَدلَةَ الَْماِل ِلُيِفْيَد َتَباُدلَ الُْملِْكيَّاِت َعلَى الدََّواِم
Artinya: “Aqad yang berdiri atas dasar penukaran harta lalu terjadilah 
penukaran milik secara tetap” 
 
Dari beberapa pengertian di atas dapat difahami bahwa inti jual beli 
ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai 
nilai tukar dan dilaksanakan sukarela di antara kedua belah pihak lain yang 
sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan 
disepakati. 
 
                                                 
20 Aliy As’ad, Fathul Mu’in Juz II, h. 158 
21 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 45 
22 Hasbi Ash-Shiddiqi, Pengantar Fiqih Mu’amalah, h. 85 
 




































2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia yang 
mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, jual beli juga merupakan 
kebutuhan daru>riy dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat 
hidup tanpa kegiatan jual beli maka Islam menetapkan kebolehannya, 
sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.23 
diantaranya dalam surat al-Ba>qarah ayat 275 dan surat an-Nisa’ ayat 29 yang 
berbunyi: 
الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا لَا َيقُوُمونَ ِإلَّا كََما َيقُوُم الَِّذي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك 
ِبأَنَُّهْم قَالُوا ِإنََّما الَْبْيُع ِمثْلُ الرَِّبا َوأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن 
َربِِّه فَاْنَتَهى فَلَُه َما َسلََف َوأَْمُرُه ِإلَى اللَِّه َوَمْن َعاَد فَأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها 
  َخاِلُدونَ
 
Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya. (al-Baqarah ayat 275).24 
 
                                                 
23 Mas’adi Ghufron, Fiqih Mu’amalah Kontekstual, h. 120 
24 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, h. 48 
 




































َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا لَا َتأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِبالَْباِطِل ِإلَّا أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َتَراٍض 
   .كَانَ ِبكُْم َرِحيًماِمْنكُْم َولَا َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم ِإنَّ اللََّه 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa’ ayat 29).25 
 
Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah diantaranya adalah 
Hadits Rifa'ah ibn Rafi’, bahwa: 
:  فَقَالَ  الْكَْسِب أَطَْيْب؟ ُسِئلَ أَيُّْملَّس َوِهْيلَ َع اُهللالَى َصيِِّب النَّنَّ ِاٍعاَعٍة اْبِن َراِففَ َرْنَع
 .َعَملُ الرَُّجِل ِبَيِدِه َوكُلُّ َبْيٍع َمْبُرْوٍر
 
Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi’ r.a (katanya): sesungguhnya Nabi SAW 
ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau 
menjawab, “seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan 
setiap jual beli yang mabrur”.26 
 
Maksud mabrur dalam Hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari 
usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.27 
Umat sepakat bahwa jual beli dalam pelaksanaannya sudah berlaku 
(dibenarkan) sejak zaman Rasulullah sampai hari ini. 
3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli 
Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama’ terjadi 
perbedaan pendapat, menurut ulama’ Hanafiayyah, rukun jual beli adalah ijab 
                                                 
25 Ibid, h. 84 
26 Muhamad Abu Bakar, Terjemahan Subul as-Salam, h. 14 
27 Ibid., h. 14 
 




































dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rid}a, baik dengan 
ucapan maupun perbuatan. 
Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:28 
a. Bay’ (Penjual) 
b. Musyatay (Pembeli) 
c. S}igat (Ijab Qabul) 
d. Ma’qut ‘Alaih (benda atau barang) 
Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang 
mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari 
pihak pembeli maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah 
dipenuhi syarat’ syahnya jual beli sebagai berikut:29 
a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi 
dirinya, dan apabila salah satu tidak berakal maka jual beli yang diadakan 
tidak sah. 
b. Dengan kehendak sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual 
beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau 
paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan 
perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi 
disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas 
dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. 
                                                 
28 Syafi'i, Muamalah …., h. 76 
29 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, h. 35-36 
 




































c. Keduanya tidak mubaz}ir, yaitu maksudnya para pihak yang mengikatkan 
diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir). 
Sebab orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat 
melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan 
hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. 
d. Balig atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 
tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak 
perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah 
tidak sah. 
Jual beli tidak bisa dipandang sah hanya karena terpenuhi syarat sahnya 
pelaku yang mengadakan jual beli saja, tetapi jual beli juga bisa dikatakan 
sah apabila obyeknya ataupun barang yang diperjualbelikan itu sudah 
memenuhi syarat. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut: 
1) Bersih barangnya 
Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-
benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Rasulullah bersabda: 
َعْن َجاِبِر َرِضى اُهللا َعْنُه أَنَّ َرُسْولُ اِهللا صلى اهللا عليه َوسلَّم قاَلَ ِانَّ اَهللا َوَرُسْولَُه 
  )راوه البخارى ومسلم(َحرََّم َبْيَع الَْخْمِر َوالَْمْيَتِة َوالِْخْنِزْيِر َواالَْصـَناِم 
Artinya: “Dari Jabir r.a berkata, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya 
mengharamkan untuk menjual arak, bangkai, babi dan anjing, 
riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” 
boleh diperjualbelikan”. 
 





































Menurut Syafi’iyah, sebab keharoman arak, bangkai, anjing, dan babi 
karena najis, berhala tidak termasuk najis tetapi tidak ada manfaatnya, 
menurut syara’ batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu boleh dijual, 
sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.30 
2)  Dapat Dimanfaatkan 
Jual beli seperti serangga, ular, tikus, tidak boleh untuk dimanfaatkan, 
juga boleh jual kucing, beruang, singa dan binatang yang lain berguna 
untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya.31 
3)  Milik orang yang melakukan akad 
Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya 
atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.32 
4)  Mampu Menyerahkannya 
Baik barang atau uang yang dijadikan transaksi itu betul-betul telah 
menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti 
tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang 
lain, kecuali ada izin atau kuasa sendiri yaitu pengalihan pemilikan, baru 
itu akan terjadi bila yang dialihkan tersebut telah menjadi miliknya.33 
 
 
                                                 
30 Hendi Suhendi, Fiqih Mu’amalah, h. 72 
31 Sayyid Sabiq, Fiqih Mu’amalah, h. 55 
32 Hendi Suhendi, Fiqih …, h. 73 
33 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Fiqih, h. 197 
 




































5)  Mengetahui 
Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, 
beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah 
jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.34 
6)  Barang yang akan diakadkan ada di tangan 
Boleh menjual belikan warisan, wasiat, dan titipan dan barang-barang 
yang tidak menghasilkan, dengan cara penggantian sebelum di tangan 
(diterima) dan sesudahnya. Adapun jika belum ada di tangan, maka sah 
baginya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, kecuali menjualnya. 
Alasannya, karena pembeli sudah dinyatakan memiliki barang dengan 
hanya akad, adalah menjadi haknya untuk bertindak atau menggunakan 
hak miliknya sesuai dengan kehendaknya/ 
Adapun menjualnya sebelum ada di tangan, maka tidak boleh, karena 
dapat terjadi barang tersebut rusak pada waktu ia masih berada di tangan 
penjual, sehingga menjadi jual beli garar. Dan jual beli garar tidak sah, baik itu 
yang terbentuk barang Iqar (yang tidak bergerak) atau yang dapat 




                                                 
34 Hendi Suhendi, Fiqih …, h. 73 
35 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 63-64 
 




































4. Bentuk-bentuk Jual Beli 
Menurut Jumhur Ulama’ membagi jual beli dari segi sah dan tidaknya 
menjadi dua bentuk:36 
a. Jual beli yang s}ah}ih} 
Apabila jual beli itu disyari’atkan, memenuhi rukun atau syaratnya 
yang ditentukan barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat 
dengan khiyar lagi, maka jual beli itu  s}ah}ih} dan mengikat kedua belah 
pihak. 
b. Jual beli yang Bat}il 
Apabila pada jual beli itu salah satu seluruh rukunnya tidak terpindah, 
atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari’atkan, maka jual 
beli itu batil, contohnya: jual beli yang dilakukan oleh anak-anak orang 
gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan 
syara’ (bangkai, darah, babi, dan khamar). 
Jual beli yang batil sebagai berikut: 
1) Jual beli sesuatu yang tidak ada )َبْيُع الَْمْعُدْوِم(   
2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan 
3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan 
4) Jual beli benda najis 
                                                 
36 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi…, h. 128-134 
 




































5) Jual beli al-urban َالُْعْرُبون  
6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air kuat dan air yang tidak 
boleh dimiliki seseorang. 
Berdasarkan segi harta, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian: 
a. Jual beli yang menguntungkan (al-mura>bah}ah) 
b. Jual beli al-musa>wamah, yaitu penjual menyembunyikan harga 
aslinya, tapi ke dua orang yang akad saling meridhoi, jual beli inilah 
yang berkembang sekarang. 
5. Dasar Hukum Larangan Jual Beli Organ Tubuh 
Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Az-Zahiri, sepakat 
menyatakan bahwa tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh manusia. 
Karena organ tubuh manusia merupakan bagian yang terpisahkan dari 
manusia itu sendiri, karena masing-masing organ tubuh mempunyai fungsi 
yang melekat dengan manusia itu sendiri. Oleh karena itu memperjualbelikan 
bagiannya sama dengan memperjualbelikan manusia itu sendiri. 
Memperjualbelikan manusia diharamkan oleh syara’37 
Dalam Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 29 dijelaskan: 
َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا لَا َتأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِبالَْباِطِل ِإلَّا أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َتَراٍض 
  .ِمْنكُْم َولَا َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم ِإنَّ اللََّه كَانَ ِبكُْم َرِحيًما
                                                 
37 Abdul Azis, ensiklopedi Hukum Islam, h. 30 
 




































Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa’ ayat 29).38 
 
  )رواه مسلم( ِدَماَءكُْم َواَْمَوالَكُْم َواَعَرا َضكُْم َعلَْيكُْم َحَراٌم فَِانَّ
 
Artinya: “Sesungguhnya darah kamu, harta kamu dan kehormatan kamu 
diharamkan bagimu” (H.R. Muslim).39 
 
Tetapi dalam menyumbangkan organ tubuh manusia untuk pengobatan 
orang lain pra ulama berbeda pendapat: 
a. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Az-Zahiri sepakat 
menyatakan kebolehan berobat dengan sesuatu yang dihalalkan syara’. 
Tetapi mengena berobat dengan sesuatu yang dilarang syara’ terdapat 
perbedaan pendapat hukum. Menurut jumhur ulama tidak boleh berobat 
dengan sesuatu yang diharamkan.40 Hal ini sesuai dengan Hadits 
Rasulullah SAW: 
 فََتَدا َوْوا َوالَتََّتَدا َوْواِبَحَراِم: فَِفي َحِدْيِث َرَواُه اَُبْوَداُوْد 
Artinya: Janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan (H.R. 
Abu Daud).41 
 
b. Menurut Syekh Jad al-Haqq (Ulama’ Kontemporer), menyatakan bahwa 
orang hidup boleh menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang yang 
                                                 
38 Depag RI Al-Qur'an dan Terjemah, h. 84 
39 Al-asqalani, Fathu al-Barri bi Syarhi s}ah}ih} al-Bukhari Juz 1, h. 191 
40 Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1833 
41 Ibnu majah, Sunan Ibnu Majah, h. 516 
 




































sangat membutuhkannya apabila hal itu tidak membahayakan dirinya 
(pendonor).42 
Menurut pendapat fiqih mazhab Syafi'i dan mazhab zaidiyah seseorang 
memotong sebagian anggota tubuhnya untuk dimakan. Dalam keadaan 
darurat demi kelangsungan hidupnya, dengan syarat bahwa bahaya 
pemotongan sebagian anggota tubuh lebih kecil dari pada bahaya tidak 
memotong dan memakannya sama sekali. Apabila keadaan sudah memaksa 
(tidak ada obat lain lagi selain yang haram), maka berobat dengan yang najis 
pun dibolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An’am (6) 
ayat 119 yaitu: 
ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُْم ِإلَّا َما َوَما لَكُْم أَلَّا َتأْكُلُوا 
   اْضطُِرْرُتْم ِإلَْيِه َوِإنَّ كَِثًريا لَُيِضلُّونَ ِبأَْهَواِئِهْم ِبَغْيِر ِعلٍْم ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم ِبالُْمْعَتِديَن
Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) 
yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal 
sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang 
diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 
memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-
benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka 
tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (An’am (6) ayat 
119).43 
 
Berdasarkan ijtihad mazhab Syafi'i dan mazhab Zaidiyah ini Syekh Jal 
Al-Haqq berpendapat bahwa jika seseorang boleh memanfaatkan tubuhnya 
                                                 
42 Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1835 
43 Depag RI, Al-Qur'an Terjemah, h. 144 
 




































untuk dimakan dalam keadaan darurat, maka seseorang tersebut 
diperbolehkan menyumbangkan organ tubuhnya demi kelangsungan hidup 
orang lain dengan syarat bahwa pendonoran organ tubuh tersebut tidak 
membahayakan diri sendiri.44 
                                                 
44 Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1835 
 

































JUAL BELI ORGAN TUBUH ANAK DI INDONESIA 
DAN SANKSI PIDANA JUAL BELI ORGAN TUBUH ANAK 
DALAM PASAL 85 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 
 
A. Jual Beli Organ Tubuh Anak di Indonesia 
1. Definisi dan Bentuk-Bentuk Jual Beli Organ Tubuh Anak di Indonesia 
Salah satu keajaiban dalam dunia kedokteran adalah dimungkinkannya 
transplantasi organ, baik ginjal, kornea mata, jantung, liver (hati), sumsum 
tulang dan jaringan kulit. Namun kebutuhan donor ginjal tetap yang paling 
tinggi, sayangnnya jumlah orang yang bersedia mendonoprkan ginjal atau 
organ tubuh lainnya masih sangat minim. 
Sindikat perdagangan organ tubuh di Indonesia patut dicurigai, 
Sekretaris Jendral Komisi Nasional Arist Merdeka Sirait mengungkapkan, 
sebanyak 25 kasus dari 87 kasus penculikan yang dilaporkan ke Komnas 
Anak bermotif perdagangan anak, bahkan dua kasus diantarannya bernuansa 
perdagangan organ tubuh.1  
Perdagangan anak dibawah umur harus lebih diwaspadai, sebab saat ini 
banyak sejumlah negara memanfaatkan organ tubuh anak bagi kepentingan 
kesehatan. Diungkapkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Agung 
                                                 
1Htpp://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/29fokus/3881081.htm, Sri Hartaati,    
Melawan Teror Penculikan Anak,29 September 2007 
 

































Nursalim, kendati belum terdengar kasus jual beli organ tubuh anak di bawah 
umur adannya informasi temuan organ tubuh anak yang berasal dari 
Indonesia di luar negeri, bahkan di Singapura dan Cina terdapat toko khusus 
yang menjual organ tubuh anak dibawah umur, dengan anggapan 
mengkonsumsi organ tubuh anak dapat menguatkan stamina.2 
Lembaga bantuan hukum (LBH) kesehatan mensinyalir adannya 
praktik jual beli bayi untuk dimanfaatkan organ tubuhnnya, bayi tersebut 
dijual dengan harga tiga juta hingga lima juta rupiah, kemudian oleh si 
pembeli bayi tersebut di asuh hingga berusia tujuh tahun, ada dugaan setelah 
remaja anak tersebut di bunuh dan organnya di jual hingga ratusan juta 
rupiah.3  
Hal senada diakui oleh dr. Djaja S Atmaja Staf Pengajar Bagian 
Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menceritakan 
pengalamannya saat bertugas di Kalimantan Barat pada tahun 1990, 
menyaksikan adannya ratusan bayi yang dijual ke Malasia untuk diambil 
organnya. Menurutnnya organ bayi yang ditransplantasikan jauh lebih baik 
dari organ dewasa, serta organ bayi mampu melakukan penolakan yang 
minim.4 
                                                 
2 http//www.pikiranrakyat.htm.Organ ku Berharga, 
3 http://www.gloria.org/arsip/b4532.html.Organ ku Berharga, Ruth Indria, 11 Januari 2009 
4 http://www.gloria.org/arsip/b4532.html. Organku Berharga, Ruth Indria, 11 Januari 2009 
 

































Sindikat perdagangan organ tubuh manusia patut dicurigai dalam kasus 
pembunuhan terhadap anak laki-laki yang jasadnya ditemukan di tepi Jalan 
Raya Bekasi, Kelurahan Jati Negara, Jakarta Timur. Kasus serupa, yakni 
pembunuhan terhadap anak laki-laki disertai pemotongan tubuh korban, 
pernah terjadi April 2007 di Jalan Raya Bekasi. Pembunuhnya pun belum 
tertangkap. 
Warga sekitar pasar klender menemukan jasad anak laki-laki, yang di 
bungkus dengan sarung dan di masukkan ke kantong plastik hitam, dibuang 
di depan rumah warga di pinggir Jalan Raya Bekasi, Kilometer 17, tidak jauh 
dari pasar Klender, senin pagi. Kondisi jasad korban mengenaskan, perutnnya 
terbuka dan tubuh anak itu dilipat kebelakang. Sejumlah organ tubuh bagian 
dalam korban lenyap. 
Korban pembunuhan itu ternnyata menjadi korban kekerasan seksual, 
hasil otopsi pihak Rumah Sakit Cipto Magunkusumo, Jakarta, menunjukkan 
korban pernah disodomi dalam kurun waktu satu tahun ini. Perlakuan sama 
juga di alami Yusup Maulana (8), korban disertai mutilasi. 
Ada kemungkinan pembunuh mengambil organ tubuh bagian dalam 
korban untuk diperdagangkan. Pembunuh bias juga bagian dari sindikat 
perdagangan organ tubuh manusia yang sasaranya adalah anak-anak.5  
                                                 
5 htpp://ypha.ypha.or.id 
 

































Data jurnal kesehatan The Lancet menyebutkan, harga ginjal di pasaran 
mencapai U$ 15.000, sepotong hati manusia di hargai U$ 130.000, sama 
dengan harga sebuah jantung, sedangkan harga paru-paru bias mencapai U$ 
150.000.6 
Data lembaga cegah kriminal (LCKI) mengungkapkan kejahatan 
terhadap anak meningkat menjadi nomor tiga di dunia.7 
2. Motif Jual Beli Organ Tubuh Anak 
Berdasarkan tindakan penculikan dan perdagangan anak dengan tujuan 
memperjualbelikan yang terjadi di Tanah Air, motif pelaku dalam melakukan 
transaksi jual beli organ tubuh relative beragam. Secara garis besar motif 
yang melatarbelakangi adalah:8 
a. Penjualan bayi yang secara langsung dari orang tuanya, khususnya ibu 
hamil dari keluarga miskin. Sang ibu hamil atau suaminya diberikan 
tawaran biaya persalinan gratis dan jaminan hidup selama mengandung 
janinnya. 
b. Penjualan bayi dengan modus yang lebih canggih dan terkesan absah, 
yakni seakan-akan menerapkan prosedur adopsi anak. Namun secara de 
                                                 
6Htpp://www2.kompas.com/kompas-cetak/0709/29fokus/3881081.htm, Sri Hartatik, Melawan 
Teror Penculikan Anak 
7htpp://organkuberharga.blogspot.com/2009/01/keuntungan-fantastis-modus penjualan.html. 
Maxima Media, Modus Penjualan Organ Tubuh Makin Marak, November 2001. 
8http://hadcliping.blogspot.com/2006/07buram-nasip-anal-danbayi.html.Muhammad Hadi, 
Buram Nasib Anak dan Bayi, 24 Juli 2006. 
 

































jure, adopsi itu tidak sah atau palsu, baik itu pengangkatan domestik 
maupun adopsi antar negara. 
c. Menggunakan konsep ijon. Perempuan sengaja dipacari, dinikahi secara 
sah, dan akhirnya hamil. Namun tujuannya hanya untuk mengambil calon 
bayinya. 
d. Klinik atau bidan yang membantu perempuan melahirkan yang seakan 
dengan baik hati menampung dan memelihara bayi yang tidak 
dikehendaki kehadirannya. Bayi tersebut bisa jadi hasil hubungan gelap, 
perkosaan atau kehamilan tak diinginkan pekerja seks komersial. 
e. Menggunakan lembaga pengasuhan anak yang tidak memiliki izin yang 
sah untuk pengasuhan dan pengangkatan anak.  
f. Terkait pula dengan pencucian uang. Karena uang hasil kejahatan 
tersebut, diduga kuat masuk ke sistem perbankan, sehingga dapat 
dikualifikasi sebagai kejahatan money laundering. 
 
B. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Anak dalam Pasal 
85 Undang-Undang RI. No.23 Tahun 2002 
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-
prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang 
 

































terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta 
penghargaan terhadap hak anak.9 
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinnya hak-hak anak 
agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kiekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnnya anak Indonesia yang 
berkualitas, erakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU 
No.23 Tahun2003. 
Anak juga rentan terhadap tindakan eksploitasi dalam rangka pengambilan 
organ dan atau jaringan tubuh. Maka untuk menghindari hal tersebut telah diatur 
dalam Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2002 yang berisi: 
(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak 
dari upaya transplantasi organ tubuhnnya untuk pihak lain. 
(3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak 
dari perbuatan: 
a. Pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak 
tanpa memperhatikan kesehatan anak; 
b. Jual beli organ dan atau jaringan tubuh anak; dan 
c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek 
penelitian tanpa seizing orang tua dan tidak mengutamakan 
kepentingan yang terbaik bagi anak.10 
 
Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 47 disebutkan dalam Pasal 85 
yang berbunyi: 
(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan ataujaringan 
tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
                                                 
9 Pasal 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
10 Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak   
 

































belas) tahun dan atau denda palin banyak Rp. 200.000.000, (dua 
ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan penganbilan 
organ dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan 
anak, atau peneliltian kesehatan yang menggunakan anak sebagai 
objek penelitian tanpa seizing orang tua atau tidak mengutamakan 
kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000, 
(duaratus juta rupiah).11 
 
Bentuk kejahatan tersebut belum terungkap namun diindikasikan telah 
terjadi di wilayah Indonesia, terutama pada wilayah yang rintan terhadap 
tindakan tersebut. Target operandi sindikat jaringan gelap perdagangan organ 
atau jaringan tubuh ialah anak korban gempa dan sunami Aceh, namun karena 
belum adannya cukup bukti yang kuat kasus tersebut tidak dapat ditindak 
lanjut.12 
 
Aturan Tentang Larangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia di Indonesia 
diatur dalam beberapa Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah antara lain: 
1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak secara jelas 
menyatakan bahwa organ tubuh manusia dilarang untuk di perjualbelikan. 
Namun masalah jual beli organ tubuh manusia dapat di interpretasikan ke 
dalam unsur delik penganiayaan yang disebutkan dalam Pasal 351 KUHP: 
                                                 
11 Pasal 85 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak 
12 Disampaikan dalam sebuah seminar Depkominfo bekerjasama dengan bagian Humas 
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Tanggal 9 Desember 2007.  
 

































(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamannya 
dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- 
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara 
selama-lamannya lima tahun  
(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnnya, dia dihukum penjara 
selama-lamannya tujuh tahun 
(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan 
sengaja 
(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum  
 
Di dalam penjelasan Pasal 351 KUHP R. Soesilo menyebutkan bahwa 
Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan 
“penganiayaan”.13 Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan 
penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak 
(penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dalam hal jual beli organ tubuh ini masuk 
dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. 
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Jual beli organ tubuh manusia terkait dengan hukum perdata, masuk 
dalam pelanggaran Pasal 1320 BW tentang syarat sahnnya perjanjian. 
(1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri 
(2). Kecakapan untuk membentuk suatu perikatan 
(3). Suatu pokok persoalan tertentu 
(4). Suatu sebab yang tidak terlarang 
 
Dalam Pasal 1320 disebutkan bahwa untuk mencapai suatu 
kesepakatan atau perjanjian, terdapat empat syarat, yaitu: pertama, sepakat 
mereka yang mengikatkan dirinnya yaitu antara penjual dan 
pembelimengenai harga dan barang yang menjadi objek transaksi jual beli. 
                                                 
13  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h.243 
 

































Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, para pihak yang 
melaksanakan perjanjian jual beli organ tubuh telah dinnyatakan cakap untuk 
membuat suatu perjanjian atau perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu, dalam 
transaksi yang dimaksud di atas adalah adannya barang yang dapat diperjual 
belikan. Keempat, suatu sebab yang halal, yang dimaksud adalah bahwa 
suatu sebab ynag dilakukan tidak dilarang oleh Undang-Undang. 
Organ tubuh manusia bukanlah objek yang halal untuk diperjual 
belikan, oleh sebab itu transaksi jual beli dengan obyek organ tubuh manusia 
tidak dapat dikatakan sah atau halal. Karena tidak memenuhi salah satu 
syarat sahnya perjanjian. Apabila terdapat perjanjian antara kedua belah 
pihak, dan tidak memenuhi syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut 
batal demi hukum. 
Selain itu dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum, Pasal 
136514 BW, yang mengandung unsur-unsur berikut: 
a. Adannya suatu perbuatan 
 Perbuatan yang melanggar hukum diawali dengan suatu perbuatan 
dari si pelaku. 
 
 
                                                 
14 “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, 
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian 
tersebut”. 
 

































b. Perbuatan tersebut melanggar hukum  
 Unsur melawan hukum meliputi: 
(1) Perbuatan melanggar Undang-Undang yang berlaku. 
(2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum 
(3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum 
(4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geodezeden) 
(5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 
masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain 
c. Adannya kesalahan dari pihak pelaku 
Agar dapat dikenakan Pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar 
hukum, maka Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan tindakan 
pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam 
melaksanakan perbuatan tersebut. Yang dimaksud dengan pelaku adalah 
kedua belah pihak,baik pembeli maupun penjual. 
 

































d. Adannya kerugian bagi korban 
Adannya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar 
gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW dapat dipergunakan. 
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 
Hubungan kausal antar perbuatan yang dilakukan dengan kerugian 
yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar 
hukum. 
3. Dalam Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 
Larangan menjadikan organ tubuh manusia sebagai objek jual beli, 
tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) yaitu: 
“Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta tranfusi darah 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan 
kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial”15 
 
Dalam Undang-Undang Kesehatan, terdapat pula ketentuan pidana 
mengenai jual beli organtubuh manusia. Terdapat dalam Pasal 80 ayat (3) 
yang menyebutkan bahwa: 
“Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan 
komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan 
tubuh atau tranfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 
2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta 
rupiah).”16 
 
                                                 
15 Pasal 33 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, Kesehatan  
16 Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, Kesehatan 
 

































4. Dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis 
dan Bedah Mayat Anatonis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh 
Manusia 
Larangan untuk menjadikan organ tubuh manusia sebagai obyek jual 
beli jelas tersirat dalam BAB VIII tentang perbuatan yang Dilarang, Pasal 17 
yang menyebutkan bahwa: 
“Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia”17 
Sedangkan larangan untuk penerimaan kompensasi material apapun 
sebagai imbalan transplantasi diatur dalam Pasal 16. 
Diatur juga mengenai ketentuan pidana, yang tercantum dalam: 
Pasal 20 ayat (1): 
“Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, 
Bab VI, Bab VII, Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan 
selama-lamannya  3 (tiga) bulan atau denda pidana kurungan 
selama-lamannya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginnya Rp. 
7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah)”18 
 
Pasal 20 ayat (2): 
“Disamping ancama pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
Dapat pula diambil tindakan administratif”19 
 
 
5. Dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang  Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang 
                                                 
17 Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981, Bedah Mayat Klinis Bedah Mayat 
Anatonis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia  
18 Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, Bedah Mayat Klinis Bedah Mayat 
Anatonis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia 
19 Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, Bedah Mayat Klinis Bedah Mayat 
Anatonis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia 
 

































Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam 
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan 
orang tereksploitasi.20 
Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuankorban yang 
meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 
memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 
mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril.21 
Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: 
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan 
utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh 
persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain, 
                                                 
20 Pasal I ayat I Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. 
21 Pasal I ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. 
 

































untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara 
Republik Indonesia, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”22 
 
Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan kata “untuk tujuan” sebelum frasa 
“mengeksploitasi orang tersebut” menunjukan bahwa tindak pidana 
perdagangan orang merupakan delik formal yaitu adannya tindak pidana 
perdagangan orang cukup dengan dipenuhinnya unsur- unsure perbuatan yang 
sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. 
Untuk menghindari terjdinnya penjualan organ dan atau jaringan tubuh 
manusia baik di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia maka 
diatur ketentuan sanksi pidananya dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 21 
tahun 2007: 
Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007 
“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik 
Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di wilayah Negara 
Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain di pidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000, (seratus dua 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000, (enam ratus 
juta rupiah)”.23 
 
Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 
“Setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke liar wilayah 
Negara  Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di 
                                                 
22 Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
23 Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
 

































luar Wilayah Nwgara Republik Indonesia di pidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 ( lima belas) 
tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000, (enam ratus juta 
rupiah)”.24 
 
Peraturan   juga memberikan bentuk perlindungan anak terhadap 
tindakan yang bertujuan mengeksploitasi anak untuk tujuan jual beli organ 
dan atau jaringan tubuh yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yang berbunyi 
sebagai berikut: 
 
Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007 
“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjajikan 
sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk di eksploitasi 
di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
600.000.000, (enam ratus juta rupiah)”.25 
 
Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 
“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar 
negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut 
tereksploitasi di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)”.26 
 
                                                 
24 Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
  
25 Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
26 Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
 

































Serta pemberatan ancaman pidana pada Pasal 17 UU No. 21 Tahun 
2007 
“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan 
Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya di tambah 
1/3 (sepertiga)”.27 
 
Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 
“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat 
untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan 
pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6”.28 
 
Bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan 
mengeksploitasi orang dalam rangka untuk diambil organ dan atau jaringan 
tubuh yang berbentuk korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk dan 
atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun hubungan lain maka penyidikan, penyelidikan, 
penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan atau 
pengurusnnya. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 13 UU No. 21 
Tahun 2007. 
  
                                                 
27 Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 





































ANALISIS MAQA<S{ID AL-SYARIAH  TERHADAP SANKSI 
PIDANA JUAL BELI ORGAN TUBUH ANAK BERDASARKAN 
PASAL 85 UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002  
 
A. Sanksi Pidana Jual Beli Organ Tubuh Anak Berdasarkan Pasal 85 Undang-
Undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Dengan berkembangnya teknologi di bidang kedokteran, maka 
terciptalah suatu metode pencangkokan organ tubuh atau lebih dikenal 
dengan transplantasi. Orang yang mengalami kerusakan kesehatan pada organ 
tubuhnya dapat melakukan transplantasi dari pada melakukan terapi 
kesehatan, contohnya seperti kerusakan ginjal, tindakan mencuci darah sekali 
dalam seminggu tidak lebih baik jika melakukan operasi transplantasi ginjal 
karena lebih efektif. 
Permasalahannya adalah ketika organ pengganti yang diperlukan 
jumlahnya sangat terbatas karena pendonor organ tubuh sulit ditemukan. 
Oleh karenanya banyak bermunculan orang-orang yang menjual organ 
tubuhnya dengan harapan resipen (penerima organ) menghargai jasa pendonor 
dengan sejumlah materi. Serta hal baru yang menyatakan bahwa donor organ 
tubuh anak lebih baik dari ada organ tubuh dewasa, karena organ tubuh anak 
mampu melakukan penolakan yang minim terhadap resipen. 
Pada Pasal 85 Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002, ditegaskan 
bahwa sanksi terhadap tindakan pidana jual beli organ tubuh anak adalah: 
(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan atau 
jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 
 


































15 (lima belas) Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 
200.000.000, (dua ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
pengambilan organ dan atau jaringan tubuh anak tanpa 
memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang 
menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizing orang 
tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi 
anak, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan atau 
denda paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).1 
 
Ditinjau dari segi materi ataupun pelaksanaannya pada Pasal 85 ini 
mengingatkan adanya perlindungan terhadap golongan anak. 
Menurut hukum Islam, orang yang memperjualbelikan organ tubuhnya 
maupun memperjualbelikan organ tubuh orang lain, dimana subjeknya adalah 
anak, akan dikenakan sanksi, karena tindakan tersebut merupakan 
pelanggaran terhadap tujuan daripada syariah (Maqa>s}id Al-Syari>’ah)  dari sisi 
Hifz} an-Nafs yakni perlindungan terhadap jiwa, karena menyebabkan 
terancamnya kesehatan anak, serta perlindungan jiwa terhadap sanksi pidana 
yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan, agar tidak melakukan kejahatan 
yang sama. 
Sanksi pidana pada Pasal 85 Undang-Undang Perlindungan Anak 
tersebut diperkuat dengan Undang-Undang lain, dalam Undang-Undang 
Kesehatan No. 21 Tahun 2007 dalam Peraturan Pemerintah Bedah Mayat 
Klinis dan Bedah Mayat Anatonis serta Transplantasi atau Jaringan Tubuh 
Manusia No. 18 Tahun 1981. Dalam KUHP (Pasal 351) yang mana delik jual 
beli organ tubuh anak ini masuk ke dalam tindak pidana penganiayaan, serta 
                                                 
1 Pasal 85 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak 
 


































dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1320), dan termasuk 
pula sebagai perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365). 
Kelemahan dari aturan yang melarang memperjualbelikan organ tubuh 
tersebut terletak pada aspek komersialisasi, dimana dalam Undang-Undang 
baik kesehatan maupun perlindungan anak, tidak menerangkan apa yang 
dimaksud dengan komersialisasi. Dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang  
No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan: 
(1) Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat 
dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, tranfusi 
darah, implan obat dan atau obat kesehatan, serta bedah plastik 
dan rekonstruksi. 
(2) Transplantasi organ atau jaringan tubuh serta tranfusi darah 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk 
tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.2 
 
Dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai komersialisasi dan 
kemanusiaan, serta batasan-batasan mana yang disebut kemanusiaan dan 
komersial. Yang mana dalam penegakan hukum mengenai perdagangan organ 
tubuh mengalami kendala karena dalam prakteknya pada aparat penegak 
hukum mengalami kendala dalam pelaksanaannya. 
Untuk tujuan sanksi menurut hukum Islam adalah memelihara dan 
menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal yang mafsadat, 
karena Islam sebagai rahmatan li al-‘alamin, untuk memberi petunjuk dan 
pelajaran kepada umat manusia. 
Untuk memelihara jiwa dan menjamin kelangsungan hidupnya, Islam 
mensyariatkan mewajibkan memperoleh sesuatu yang dapat menegakkan 
                                                 
2 Pasal 33 Undang-Undang No.23 Tahun 1992, Kesehatan 
 


































jiwa, juga mensyariatkan hukum qis}a>s} (hukum setimpal), diya>t (denda)  dan 
kafara>t (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa dan mengharamkan 
menggunakan jiwa untuk kerusakan dan juga mewajibkan mempertahankan 
jiwa dari bahaya. 
Tujuan umum syari‘ dalam pembentukan hukum, dalam kaidah 
us}u>liyyah dijelaskan: “bahwa tujuan umum syari‘ dalam mensyari‘atkan 
hukum ialah merealisir kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik 
keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka”. Karena 
kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang 
bersifat d}aru>riyyah (kebutuhan pokok) dan tah}s}i>niyyah (kebutuhan 
pelengkap). Maka jika ketiga hal tersebut telah terpenuhi, berarti telah nyata 
kemaslahatan mereka.3 
Dengan adanya pembentukan UU No. 23 Tahun 2002 merupakan 
bentuk terobosan baru kebijakan pemerintah guna menjamin perlindungan 
terhadap anak, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara atas anak di 
negeri ini. 
Ditinjau dari sisi yuridis normatifnya UU No. 23 Tahun 2002 telah 
sesuai dengan asas-asas pidana (jina>yah): 
1. Asas legalitas, sesuai dengan kaidah; 
  الجرمية وال عقوبة بال نص
Artinya: “Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tindak ada hukuman 
tanpa adanya aturan”. 
 
                                                 
3 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, h. 331 
 


































Asas ini melahirkan asas as|arun raj‘iyyun atau tidak berlaku 
surut.4 Asas ini pula yang melahirkan teori teritorial dan non teritorial. 
Karena praktek jual beli organ tubuh anak termasuk ke dalam Trans 
National Crimes, maka logis bila tindak pidana jual beli organ tubuh anak 
diatur dalam Undang-Undang khusus perlindungan anak (UU No. 23 
Tahun 2002). Yang mana Undang-Undang tersebut hanya bisa menindak 
para mafia perdagangan organ tubuh anak di wilayah hukum Indonesia. 
2. Asas Material 
Asas material hukum pidana menyatakan bahwa tindak pidana 
ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik bentuk tindakan yang 
dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang 
diancam hukuman.5 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juga merupakan salah satu 
bentuk peraturan yang berfungsi preventif dan represif karena didalamnya 
memuat beberapa sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak. 
3. Asas Moril 
Hendaknya pelaku tindak pidana kejahatan itu mukallaf atau 
bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut. Ini yang kita sebut 
dalam perUndang-Undangan kita dengan unsur moril.6  
Tentang ukuran konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh imam 
al-Gazali dalam al-Mustas}fa, imam al-Syat}ibi dalam al-Muwa>faqat dan ulama 
                                                 
4 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, h. 115 
5 Ibid., hal. 116 
6 Ibid., hal. 81 
 


































yang sekarang seperti Abu Zuhrah dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila 
disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:7 
1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqa>s}id al-syari>‘ah, semangat 
ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qat}‘i baik wurud maupun dala>lahnya. 
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu 
berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan 
bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mud}a>rat. 
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan 
kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa 
dilaksanakan. 
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat 
bukan kepada sebagian kecil masyarakat. 
Disamping itu dengan asas-asas jina>yah (jari>mah) diatas, 
pemberlakuan UU no. 23 Tahun 2002 juga sejalan dengan konsep hukum 
Islam yaitu al-mas}lahah al-mursalah. 
Aplikasi al-mas}lahah al-mursalah terhadap legislasi UU tersebut yaitu: 
1. Al-mas}lahah al-mursalah merupakan metode penetapan hukum yang 
kasusnya tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadit|, hal ini sesuai dengan 
kasus perdagangan organ tubuh anak yang tidak diatur secara eksplisit, 
maka dalam penyelesaiannya atau kewenangannya dapat disesuaikan 
sepenuhnya pada kebijakan pemerintah. Sebagaimana juga UU No. 23 
Tahun 2002 yang didalamnya memuat sanksi-sanksi bagi pelaku 
                                                 
7 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah Yang Praktis, h. 39 
 


































kejahatan terhadap anak, proses pembuatan sepenuhnya dilakukan oleh 
kebijaksanaan instansi pemerintah terkait. 
2. Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2002 bertujuan untuk kemaslahatan 
umat (al-h}ifz} al-ummah), kekhususannya anak-anak; yang didalamnya 
mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak 
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi dari terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 
berakhlak mulia dan sejahtera. Sebagaimana tujuan al-mas}lahah al-
mursalah yaitu untuk menetapkan suatu kemaslahatan untuk menghindari 
dari segala sesuatu yang mengancam eksistensi maqa>s}id al-syari<‘ah. 
Menurut dalil telah jelas bahwa tujuan-tujuan syari‘ dalam hukum 
yang disyari‘atkan adalah tidak melampaui memelihara salah satu diantara 
ketiga kepentingan (d}aru>riyyah, h}a>jiyyah dan tah}s}i>niyyah). Atau 
menyempurnakan tujuan-tujuan ini dipelihara secara tertib menurut 
kepentingannya yang lebih penting. Dan diatas penertiban itu ditertibkanlah 
hukum yang disyari‘atkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. 
Tujuan dalam menetapkan syari‘at bagi manusia tidak lain adalah 
untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, manusia dituntut agar memahami 
dan melaksanakan syari‘at sesuai dengan kemampuannya. Jadi, melalui 
pemahaman maqa>s}id al-syari>‘ah, ijtihad akan dapat dikembangkan terutama 
 


































dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak disinggung berbagai 
fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.8 
Walaupun Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 
anak ini tidak sepenuhnya sesuai dengan watak hukum Islam yang sempurna 
(taka>mul), namun paling tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu 
penegakan terhadap kerusakan yang fatal. 
 
B. Tujuan Maqa>s}id Al-Syari>’ah Terhadap Sanksi Pidana Jual Beli Organ Tubuh 
Anak dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak 
Salah satu tujuan diturunkannya agama Islam kepada umat manusia 
adalah untuk menjamin hak manusia. Hak yang paling utama yang di jamin 
oleh Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak kehormatan, dan hak 
kemerdekaan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak 
berdasarkan tinjauan dari sisi manusiawi tanpa mempertimbangkan warna 
kulit, agama, bangsa, negara dan posisi dalam masyarakat9. 
Tujuan Allah SWT menyari’atkan hukum-Nya adalah untuk 
memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari 
kemafsadatan, baik dunia dan akhirat. Dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus 
dipelihara dan di wujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.  
Untuk kepentingan penetapan hukum , kelima pokok tersebut 
dibedakan menjadi perangkat d}aru>riyyah, ha>jiyat dan tah}s}i>niyyat, yang di 
                                                 
8 AH. Ridwan, Reformasi Intelektual Islam, h. 9 
9 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz x, Terjemahan Talib, h.13 
 


































maksud memelihara kelompok d}aru>riyyah adalah memelihara kebutuhan-
kebutuhan yang bersifat esensial (primer) bagi kehidupan manusia. 
Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan 
harta, dalam batasan jangan sampai terancam kelima hal pokok itu. Tidak 
terpenuhinya kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal 
pokok tersebut diatas. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ha>jiyat  tidak 
termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang 
dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya 
kelompok ha>jiyat  ini tidak akan mengancam eksistensi kelima hal pokok di 
atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan. Kelompok ini erat kaitannya 
dengan keringanan (rukhsah) dalam ilmu fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam 
kelompok Tah}s}i>niyat adalah kebutuhan yang menopang peningkatan 
martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapannya, kebutuhan erat 
kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatuhan, dan 
tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima hal pokok 
diatas. 
Tindakan jual beli organ tubuh anak merupakan pelanggaran terhadap 
tujuan hukum Islam (Maqa>s}id Al-Syari>’ah ) dari segi memelihara jiwa. 
Prilaku jual beli organ tubuh ini merupakan salah satu bentuk penganiayaan 
terhadap anak. 
Penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan dengan cara 
memperjualbelikan organ tubuh anak, merupakan perbuatan yang keluar dari 
ajaran Islam, menodai sesuatu yang dimuliakan Allah SWT untuk jiwa 
 


































tersebut, hal ini merupakan tindakan kriminal terhadap jiwa10. Allah SWT 
berfirman dalam surat Al- Ma>idah (5): ayat 32 
ْجِل ذَِلَك كََتْبَنا َعلَى َبِني ِإْسَراِئيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ َنفًْسا ِبَغْيِر َنفٍْس أَْو فََساٍد ِفي الْأَْرِض ِمْن أَ
اِت فَكَأَنََّما قََتلَ النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا َولَقَْد َجاَءْتُهْم ُرُسلَُنا ِبالَْبيَِّن
  .ثُمَّ ِإنَّ كَِثًريا ِمْنُهْم َبْعَد ذَِلَك ِفي الْأَْرِض لَُمْسِرفُونَ
 
Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 
bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan 
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 
membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah 
membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara 
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara 
kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang 
kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-
keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah 
itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di 
muka bumi.11 
 
Islam melarang membunuh dan menganiaya jiwa manusia dan 
menghancurkan anggota tubuh. Meskipun tidak secara jelas diatur tentang 
larangan memperjualbelikan organ tubuh, bukan berarti Islam 
memperbolehkan praktik jual beli organ tubuh. Hukum dasar yang dipegang 
dalam hal memanfaatkan organ tubuh ini adalah haram, baik dengan cara jual 
beli maupun cara-cara lainnya12. 
Dari segi pemanfaatan ini, Allah SWT telah memberikan petunjuk 
kepada para ahli ilmu kedokteran tentang cara pemanfaatan anggota badan 
manusia yang tidak bertentangan dengan kehormatan dan berdiri diatas dasar 
memindahkan anggota badan yang sehat dari jasad seseorang kepada jasad 
                                                 
10 Ahmad Al-Mursi Husain, Maqa>s}id Syari>’ah, hal:41 
11 Depag RI, Al. Qura’an dan Terjemah , h. 114 
12 Nu’aim Yasin, Fiqh Kedokteran, hal: 169 
 


































orang lain tanpa merusak anggota tubuh yang di pindahkan itu untuk 
mengabdi kepada roh yang baru dengan cara yang sama, seperti yang 
dilakukannya pada jasad aslinya. Perlakuan semacam ini, sama sekali tidak 
menghinakan kehormatan pendonornya13. 
Akan tetapi perlakuan terhadap organ tubuh yang dikatakan 
merendahkan kehormatan manusia adalah baik anggota badan itu diambil 
dengan landasan memanfaatkan organ tubuh manusia untuk diperjual belikan. 
Keharuman seseorang untuk menganiaya dirinya sendiri dengan cara apapun, 
maka dari itu diharamkan baginya memotong salah satu anggota tubuh atau 
melukainya tanpa alasan14. 
Pasal 85 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002: 
(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan atau 
jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 
200.000.000, (dua ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
pengambilan organ dan atau jaringan tubuh anak tanpa 
memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang 
menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizing orang 
tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi 
anak, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan atau 
denda paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).15 
 
Dalam pasal tersebut jelas dikatakan mengenai sanksi pidana jual beli 
organ tubuh anak, yang mana dalam Maqa>s}id Al-Syari>’ah sanksi pidana yang 
masuk dalam dalam kategori memelihara jiwa, yakni memberikan 
                                                 
13 Ibid., h.183 
14 Ibid., 184 
15 Pasal 85 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak 
 


































perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam eksistensi kemaslahatan 
umat. 
Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku merupakan bentuk awal 
dalam mencegah tindak pidana yang serupa. Serta hambatan bagi para pelaku 
kejahatan dalam melakukan transaksi jual beli organ tubuh anak. Efek jera 
merupakan salah satu factor penting dalam penjatuhan sanksi pidana, 
sehingga hukuman setimpal harus sesuai dengan tujuan dari pada syari’ah, 
yakni kemaslahatan umat mencegah kemudharatan. 
 
  ماًَدَع َوداًْوُج ُوِةلَِّع الَْع َمُرْوُد َيُمكٌْحلْاَ
Artinya: “Hukum itu berkisar beserta ilat atau motifnya baik adanya ataupun 
tiadanya. 
  اَرَر ِضالَ َوَراَر َضالَ
Artinya: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan 
membahayakan. 
 
Kata ad}-d}ara>r menurut bahasa adalah lawan dari manfaat, kata 
mad}ara>t menurut bahasa adalah kebaikan dan manfaat. Kata ad}-d}arar adalah 
membuat kemad}aratan. Sedangkan ad}-d}irar adalah membalas kemudharatan 
dengan kemad}aratan serupa. Tujuan ini adalah tidak boleh melakukan sesuatu 
yang membawa mad}arat, tanpa ada alasan yang benar. Memperdagangkan 
organ tubuh merupakan satu hal yang merugikan16. 
  ِهِلثِْم ِبالَُز ُي الَاَرَرلضَّاَ
Kaidah ini juga cabang dari kaidah La> d}ara>r wala> d}ira>r. Tidak 
dibolehkan menyumbangkan anggota badan yang masih diperlukan oleh 
                                                 
16 Walid bin Rasyid as-Saidan, Fiqih Kedokteran, h. 23 
 


































tubuhnya. Karena akan mendatangkan kemad}aratan bagi diri sendiri sebagai 
suatu penyakit, atau bahkan justru lebih dari itu. Sedangkan kemad}aratan 
tidak bisa dihilangkan dengan kemad}aratan yang semisal.17 
  ِهِنذِْإ ِبالَّ ِإِرْيَغ الُْكلْ ِمَي ِهُفرََّصَت َينْد أََح َألُزْوُجَيالَ
Artinya: Tidak diperbolehkannya menggunakan milik orang lain kecuali 
dengan seizinnya.18 
 
Tidak diperbolehkannya mengambil anggota tubuh dari seseorang 
untuk diberikan kepada orang lain tanpa izin orang yang diambil anggota 
tubuhnya, sebab tidak diperbolehkan penggunaan sesuatu yang bukan 
miliknya. 
Di kalangan ulama Indonesia, terdapat kesepakatan pandangan 
tentang kebolehan menyumbangkan organ tubuh manusia. Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) memutuskan hal mengenai donor mata pada tanggal 13 Juni 
1970.19 
“Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghidupkan 
kornea matanya sesudah wafatnya dengan diketahui dan disetujui dan 
disaksikan oleh ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan, dan 
harus dilakukan oleh ahli bedah.” 
 
Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih 
dalam hidup sehat, maka hukumannya haram, dengan alasan: 
Surat al-Ba>qarah ayat 195: 
 .َوأَْنِفقُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َولَا ُتلْقُوا ِبأَْيِديكُْم ِإلَى التَّْهلُكَِة َوأَْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسِنَني
 
Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 
                                                 
17 Ibid., h. 63 
18 Ibid., h. 114 
19 Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 334. 
 


































baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik.20 
 
Ayat tersebut mengingatkan, agar tidak gegabah dan ceroboh dalam 
melakukan sesuatu, serta memperhatikan akibatnya, yang kemungkinan bisa 
berakibat fatal bagi diri donor, meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan 
kemanusiaan yang baik dan luhur.21 Misalnya memperjualbelikan organ tubuh 
anak dengan harapan adanya imbalan dari penerima donor, hal tersebut haram 
karena tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh, karena seluruh tubuh 
manusia adalah milik Allah SWT (milik ikhtis}as}). 
Tindak pidana penganiayaan dalam memperdagangkan organ tubuh 
anak, termasuk ke dalam jarimah qis}a>s}-diyat. Jarimah qis}a>s}-diyat adalah 
ja>rimah yang diancam dengan hukuman qis}a>s} atau diyat. Hukuman qis}a>s} 
dijatuhkan terhadap pelaku ja>rimah agar ia mendapatkan balasan yang 
setimpal dengan perbuatannya. Sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-
Baqa>rah 178: 
َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ ِبالُْحرِّ َوالَْعْبُد ِبالَْعْبِد َوالْأُْنثَى 
يٌف ِمْن ِبالْأُْنثَى فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباٌع ِبالَْمْعُروِف َوأََداٌء ِإلَْيِه ِبِإْحَساٍن ذَِلَك َتْخِف
 َربِّكُْم َوَرْحَمةٌ فََمِن اْعَتَدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَِليٌم
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qis}a>s} 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan 
wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari 
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) 
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
                                                 
20 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 31 
21 Abuddin Nata, Masa>il Al-Fiqhiyah, h.104 
 


































rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 
baginya siksa yang sangat pedih.22 
 
Islam mensyariatkan hukuman dera, qis}a>s}, dan ta‘zir. Jika Undang-
Undang yang diterapkan secara benar, maka akan membawa kemaslahatan 
yang besar bagi manusia. 
Alasan untuk menghindari kerusakan yang besar merupakan salah satu 
tujuan dalam memerangi tindak pidana jual beli organ tubuh. Dimulai dengan 
kaidah Saddu Az}-Z{ara>‘i (menutup sarana-sarana), yang dimaksud Saddu Az}-
Z{ara>‘i adalah mengharamkan beberapa wasilah (sarana) yang akan 
disebabkan karena haramnya z}at itu sendiri, melainkan karena was}ilah itu 
bisa menyebabkan kepada perbuatan haram.23 
Sarana-sarana yang harus ditutup (dicegah) berdasarkan kesepakatan 
para ulama adalah sarana yang secara logia, kebiasaan, dan praktik dapat 
menimbulkan kerusakan dan tidak menghasilkan kemaslahatan yang lebih 
besar dari pada kerusakan tersebut.  
Dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, serta sanksi-sanksi di dalamnnya  memberikan ancaman 
yang sesuai dengan Maqa>s}id Al-Syari>’ah yakni mencegah kemadharatan, 
pencegahan dari kejahatan tersebut dalam masalah ini paling tidak 
meringankan hingga pada derajat dimana kemaslahatannya lebih besar dari 
pada kerusakannya, adalah mengikatnnya dengan syarat-syarat yang ketat 
dalam pelaksanaannya. 
                                                 
22 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.28 
23 Nu’aim Yasin, Fikih Kedokteran, h. 218 
 




































Dari uraian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Sanksi pidana terhadap jual beli organ tubuh anak diatur dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalamnya diatur 
secara tegas sanksi bagi pelaku perdagangan organ tubuh anak yakni, pada 
Pasal 85 yang mengancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus 
juta rupiah). Sanksi pidana tersebut memberikan efek jera pada pelaku, 
karena kejahatan tersebut merupakan tindakan ilegal yang mengancam 
eksistensi perlindungan terhadap hak anak, serta menimbulkan kemud}aratan  
yang besar. 
2. Dalam maqa>s}id al-syari>’ah terhadap sanksi pidana jual beli anak berdasarkan 
kacamata hukum Islam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, maka undang-undang tersebut telah relevan dengan 
tujuan hukum Islam yaitu tercapainya kemaslahatan umat. Sanksi pidana 
tersebut sesuai dengan perlindungan terhadap jiwa (Hifz} al-Nafs), yakni 
dalam mencegah jual beli organ tubuh anak ini, hukum Islam dan peraturan 
perUndang-Undangan (Pasal 85 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
 

































Perlindungan Anak) memberikan hukuman, dimana hukuman tersebut 
memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan tindak pidana 
yang sama. 
B. Saran 
1. Diharapkan kepada pemerintah supaya lebih waspada terhadap tindak pidana 
jual beli organ tubuh anak. Serta perlu adanya tindakan tegas dari aparat 
pemerintah untuk memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana jual beli 
organ tubuh. 
2. Diharapkan kepada aparat kepolisian agar lebih siaga dan bertindak cepat 
dalam menyikapi tindak kriminal jual beli organ tubuh. 
3. Diharapkan kepada masyarakat supaya lebih waspada terhadap penjualan 
organ tubuh. Dan menyadarkan masyarakat bahwa organ tubuh manusia 
tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli. 
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